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PUTUSAN
Nomor 0392/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

e 1 =< . P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
cerai talak antara :
PEMOHON, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut
Pemohon.
melawan
TERMOHON, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng, Sekarang
sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah
Negara Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut
Termohon.
Pengadilan Agama tersebut.
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.
Setelah mendengar Pemohon.
Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2018
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor
0392/Pdt.G/2018/PA Wsp, telah mengajukan permohonan cerai talak
terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:
1.Bahwa, Pemohon lahir di Lampung Tengah pada tanggal 14 April
1972 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi
Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 6402061404720001
tanggal 12 Mei 2016.
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2.Bahwa pada tanggal 16 April 1994, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lambang Lipuro Daerah Istimewa Yogjakarta, berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 146 / 23 / IX / 1994 tanggal 22 September
1994, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis.
3.Bahwa, pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah
tinggal bersama dan hidup rukun selama 21 tahun, awalnya di Bantul di
rumah saudara Termohon, kemudian pada tahun 1997 Pemohon dan
Termohon pindah tempat tinggal di tempat kerjanya di Desa Watu
kabupaten Soppeng tempat tinggal terakhir, tidak ada anak.

4.Bahwa, setelah melewati masa-masa bahagia dan sudah tinggal di
Kabupaten Soppeng, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih
dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon.

5.Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi karena :

- Termohon selalu menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain

- Termohon sudah menikah dibawah tangan, lalu pergi merantau.
6.Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada bulan Mei 2015, dimana pada saat itu telah
terjadi perselisihan paham karena sudah ketahuan kawin sirinya
dengan lelaki lain, dan setelah kejadian Termohonpun pergi
meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan
sudah tidak diketahui alamatnya.

7.Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal
selama 3 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling
memperdulikan serta sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami isteri.

8.Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon antara

lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman
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beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah

pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah

Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan dengan terbitnya surat

keterangan tidak berdomisili yang dibuat Kantor Desa Watu Nomor :

584/PEM/DWT/V/2018.

9.Bahwa Pemohon sudah vyakin tidak ada lagi harapan untuk

meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan tujuan perkawinan

untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah
sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila
permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa
dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

Subsider:
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan
perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas
panggilan Nomor : 0392/Pdt.G/2018/PA. Wsp tanggal 11 Juli 2018 dan 13
Agustus 2018, Termohon yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil
dengan resmi dan patut melalui Radio Adyafiri oleh Jurusita Pengadilan
Agama Watansoppeng, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon
dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai
dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir
dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lambang Lipuro, Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor: 146/23/1X/1994, tanggal 22 September 1994, bermeterai cukup,
distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh
Ketua Maijelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi,
yaitu :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah tetangga Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama

selama 21 tahun, awalnya di Bantul kemudian pindah ke Watu,

Kabupaten Soppeng, tapi tidak dikaruniai anak.

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah

tempat tinggal selama3 (tiga) tahun lebih.

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena antara Pemohon

dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menjalin

hubungan asmara bahkan sudah menikah dengan laki-laki lain.

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon

bertengkar.
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- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman dan
sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan
Termohon.

2. SAKSI IlI, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya

sebagai berikut :
-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama
selama 21 tahun, awalnya di Bantul kemudian pindah ke Watu,
Kabupaten Soppeng, tapi tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah
tempat tinggal selama3 (tiga) tahun lebih.
-Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena antara Pemohon
dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menjalin
hubungan asmara bahkan sudah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
-Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman dan sampai
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya.
-Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal
tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan
Termohon.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada
pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan
memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk
Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan
sedangkan Termohon tidak hadir dan menurut berita acara panggilan oleh
Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng menerangkan bersangkutan
telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Adyafiri namun tidak
pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah
karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 RBg maka harus
dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak
hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan
patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan
tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan
tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang
sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal
149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus
secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg
jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim
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telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk
bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan
Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya
memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan antara
Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan TTermohon menjalin
hubungan asmara bahkan sudah menikah dengan laki-laki lain, sekarang
Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga)
tahun lebih.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk
diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon
tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan,
namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari
para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum,
maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi
syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta
Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai
pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil
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bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukii,
adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Duplikat
Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen
bindende bewijskracht), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan
yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang
menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan
jawaban atas dalil-dalii permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya
Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan
cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil
permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa
perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/lex specialis derogat lex
generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,
bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
(Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai
tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak
rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-
orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih
jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak
rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar

keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yeng dekat dengan
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Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang
meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya,
selain bukti surat (P.), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2
(dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan
keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban
saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama
A. Mursalim bin A. saing dan Saruddin bin Lasiang sehingga kedua orang
saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil
keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil
permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam
rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon
dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Termohon menjalin hubungan asmara bahkan sudah menikah dengan laki-
laki lain, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama
3 (tiga) tahun lebih.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-
saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai
Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon
dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan
hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan
fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri
yang sah.

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara

bahkan sudah menikah dengan laki-laki lain.
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- Bahwa benar sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah
tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih.
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamat jelasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka,
terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis
lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang
sampai sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada
komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah
terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon
dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci
perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta
mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi
demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan,
perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon
dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1.

Kaidah Fighiyyah yang berbunyi :
zladd) ala o asba auldalle
Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan”
2. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid Il halaman 405 sebagai berikut:
A GaY alll g¢d caan ald Cpalicall plSa e aSla I 20 G4
Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di

persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan
itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”
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3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :
At b adld ) Jla dud gl il gig) §jai Joad Ol
Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia
gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-
dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah
memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan antara
Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun
dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil nagli dan peraturan
perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta
sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk
memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon.
Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 14
November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440
Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. Asriah dan Drs. Kasang, M.H.sebagai Hakim Anggota, dan pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan  Dra. Hj.
Fatimah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis
Dra. Hj. Asriah Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Drs. Kasang, M.H. Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 295.000,00

4. Biaya Redaksi . Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp  6.000,00

Jumlah : Rp 386.000,00
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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